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Pembentukan Lembaga Pemerintahan Non Struktural di Indonesiatidak diikuti dengan adanya cetak biru
dalam pelembagaan |lembaga pemerintahan non struktural dan beragamnya model peraturan yang
membentuknya serta kewenangannya dalam membentuk peraturan perundangan-undangan. Skripsi ini
membahas tiga permasal ahan utama. Pertama, lembaga non struktural yang memiliki kewenangan untuk
membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kedua, dasar pembentukan lembaga
lembaga pemerintahan non struktural dan kewenangannya dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan. Ketiga, jenis kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan non struktural dalam
membentuk peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan lembaga KPU, KPK, KPPU dan BSSN
sebagal bahan untuk dikaji dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang seharusnya diinklusikan hanya
sebagal kewenangan pemerintahan. Selanjutnya, penulis menganalisis ada 4 (empat) dasar pembentukan
lembaga pemerintahan non struktural dan kewenangannya dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan, yaitu dibentuk dengan undang-undang dan memiliki kewenangan pembentukan peraturan
perundang-undangan, dibentuk atas perintah undang-undang dengan undang-undang dan memiliki
kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, dibentuk atas perintah undang-undang dengan
Keputusan Presiden namun tidak memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan
dibentuk melalui Peraturan Presiden namun tidak atas perintah Undang-Undang dan tidak memiliki
kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil dari lembaga yang dikaji menunjukan
bahwa KPU, KPK, KPPU dan BSSN adalah lembaga non struktural yang berada di bawah kekuasaan
eksekutif, namun tidak semua memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. KPU
dan KPK memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, sementara KPPU dan BSSN
tidak memiliki kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan.
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The establishment of Non Structural Government Institutions in Indonesiais not followed by a blueprint for
institutionalizing Non Structural Government Institutions and the variety of laws that forming it and so its
authority of forming laws and regulations. This thesis discusses three main problems. First, non-structural
institutions that have the authority to form legislation under the law. Second, the basis for the formation of
non-structural government institutions and their authority to forming laws and regulations. third, under the
context of duties and functionsto run the government, what kind of authority that held by non-structural
government institutions in forming laws and regulations. The author uses KPU, KPK, KPPU and BSSN
institutions as material to be studied through normative juridical approach method. The results of this study
indicate that with the authority being possessed by the government to carry out executive functions and
implement laws, the forming of law and regulations under the law shall be included limitedly as
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governmental authority. Furthermore, the author analyzes there are 4 (four) bases/models to establish Non
Structual Government Institutions and its authority to form law and regulations, which is formed by law and
has the authority to form legislation, formed by the order of the law and has the authority to form legislation,
isformed at the order of the law with a Presidential Decree but does not have the authority to form
legislation and is formed through a Presidential Regulation but is not ordered by the Law and does not have
the authority to form legislation. The results of this research on the Institutions show that KPU, KPK, KPPU
and BSSN are considered as executive authority non-structural institutions, but not all of these institutions
have the authority to form legislation. KPU and KPK have the authority to form legislation, while KPPU
and BSSN do not have the authority to form legisation.



